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karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih jelas dan terintegrasi guna memberikan
pedoman yang pasti bagi hakim dalam menetapkan status mafqud.

Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Pwt, Majelis Hakim secara eksplisit
menggunakan asas kemaslahatan sebagai dasar pertimbangannya. Asas ini menegaskan
bahwa hukum harus mampu mencegah mudarat yang lebih besar dan mendatangkan
manfaat bagi sebanyak mungkin pihak. Dengan menetapkan status mafqud, Majelis Hakim
tidak hanya menyelesaikan persoalan hukum, tetapi juga membantu keluarga untuk
melanjutkan kehidupan sosial dan ekonomi secara lebih pasti. Dengan demikian, penetapan
ahli waris yang dinyatakan mafqud membawa konsekuensi yuridis yang luas, meliputi
perubahan status hukum, pembagian harta warisan, pengelolaan aset, serta administrasi
kependudukan. Putusan pengadilan agama berfungsi sebagai alat untuk menegakkan
kepastian hukum sekaligus melindungi hak asasi individu. Oleh karena itu, penetapan
mafqud tidak dapat dipandang sekadar sebagai formalitas hukum, melainkan sebagai wujud
keadilan substantif dalam sistem hukum perdata Islam di Indonesia.

Selain itu, keberadaan perkara mafqud menunjukkan bahwa hukum harus mampu
beradaptasi dengan kondisi masyarakat yang dinamis. Ketika seseorang dinyatakan hilang
dalam waktu lama tanpa kabar, masyarakat memerlukan kejelasan hukum agar tidak terjadi
kekacauan dalam hak dan kewajiban perdata, terutama dalam hal waris. Di sinilah
pentingnya kolaborasi antara hukum Islam dan hukum positif untuk menciptakan sinergi
yang menjamin keadilan dan kepastian bagi seluruh pihak. Dengan demikian, penetapan
status mafqud bukan sekadar bentuk penerapan hukum formal, tetapi juga merupakan
langkah nyata untuk menjaga ketertiban sosial, memberikan rasa aman, serta memastikan
bahwa hak-hak individu tetap terlindungi dalam kerangka hukum yang adil dan
berkemaslahatan.

Secara keseluruhan, penetapan mafqud merupakan instrumen hukum yang strategis
dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam perkara kewarisan. Namun demikian,
efektivitasnya masih bergantung pada kejelasan regulasi dan konsistensi penerapan oleh
lembaga peradilan. Dengan demikian, penguatan norma hukum dan harmonisasi antara
hukum Islam dan hukum positif menjadi kebutuhan mendesak dalam rangka menciptakan
sistem hukum yang lebih adaptif dan berkeadilan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Konsekuensi Yuridis terhadap Penetapan Ahli
Waris yang Dinyatakan Mafqud dalam Perspektif Hukum Perdata Islam (Studi Penetapan
Nomor: 221/Pdt.P/2024/PA.Pwt)”, dapat disimpulkan bahwa penetapan status mafqud oleh
Pengadilan Agama Purwokerto didasarkan pada pertimbangan hukum yang komprehensif
dan berlandaskan asas keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan. Majelis Hakim dalam
perkara ini berupaya menggali nilai-nilai hukum Islam dan hukum positif agar putusan yang
dijatuhkan tidak hanya berpedoman pada aturan normatif, tetapi juga mampu menjawab
kebutuhan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Penetapan status mafqud membawa konsekuensi yuridis yang signifikan terhadap
kedudukan hukum dalam kewarisan. Sebelum adanya penetapan pengadilan, mafqud secara
hukum masih dianggap hidup, sehingga hak warisnya tidak dapat dibagikan dan harus
ditangguhkan demi melindungi hak keperdataannya. Namun setelah adanya penetapan,
status hukum mafqud berubah menjadi meninggal dunia menurut hukum, yang selanjutnya
memungkinkan dilaksanakannya pembagian harta warisan kepada para ahli waris yang
berhak. Perubahan status ini menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum positif sama-

136

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Coi iriiht© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara



https://issn.brin.go.id/terbit/detail/20220225032074834
https://issn.brin.go.id/terbit/detail/20220614140846953
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL%26amp;sa%3DD%26amp;source%3Deditors%26amp;ust%3D1685859766056719%26amp;usg%3DAOvVaw0cWxJkuCzGB42qLW4oWC4H&sa=D&source=docs&ust=1685859766107415&usg=AOvVaw2431Bir9l7t2tzk7L-tokB

Journal Evidence of Law

Vol 5 No 1 2026, 128-138

E-ISSN: 2828-5031 | P-ISSN: 2830-3350

Publisher: CV. Era Digital Nusantara

Website: https:/ /jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

sama mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan hak individu, sekaligus
memberikan jalan keluar atas permasalahan hukum yang dihadapi keluarga.

Selain berdampak pada pembagian warisan, penetapan mafqud juga memiliki
implikasi yuridis dalam pengelolaan harta peninggalan dan administrasi kependudukan.
Putusan pengadilan menjadi dasar hukum bagi pengurusan pencatatan kematian, perubahan
data kependudukan seperti Kartu Keluarga, serta pengalihan hak atas aset dan kepentingan
perdata lainnya. Dengan adanya penetapan tersebut, tindakan-tindakan hukum yang
dilakukan oleh ahli waris memperoleh legitimasi hukum dan terhindar dari potensi sengketa
di kemudian hari.

Secara keseluruhan, penetapan status mafqud dalam perkara ini mencerminkan
sinergi antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam mewujudkan kepastian
hukum, keadilan, dan kemaslahatan. Putusan pengadilan agama tidak hanya berfungsi
sebagai sarana penyelesaian persoalan hukum, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang
membantu keluarga untuk melanjutkan kehidupan secara lebih tertib dan pasti. Oleh karena
itu, penetapan mafqud harus dipahami sebagai bentuk keadilan substantif yang
mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan realitas sosial di tengah masyarakat.
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